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MENTERI DALAM NEGER|,

Menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) huruf | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dessase 2019 (Covid-10) Dar/Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dar/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka perlu dilakukan langkah-langkah pelaksanaan
penanggulangan Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa), uniuk itu dilnstruksikan:

Kepada 1. Gubamur; dan
2. BupatinvValikota,

Untuk

KESATU © Memasiikan Dana Desa Tahun 2020 Tahap | telah tersalurkan dan
melakukan percepatan penyaluran Dana Desa Tahap |l

KEDUA - Memfasilitasi Pemerintah Desa ager segera melakukan perubanan

dan/atau membelanjakan APEDesa untuk pelaksanaan kegiatan

dalam rangka penanggulangan COVID-18. Pelaksanaan kegiatan

dimaksud dianggarkan termasuk pada Bidang Penanggulangan

Bencana. Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa melalui jenis

Belanja Tak Terduga (BTT), dalam bentuk pelaksanaan Padat

Karya Tunai, kegistan Penguatan Ekonomi Desa, dan pemberian

Bantuan Langsung Tunai (BLT).

KETIGA ° Memastikan, bahwa BETT penanggulangan COVID-19 di Desa pada
Bidang Penanggulangan Bencana. Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. penggunaan alokasi anggaran bersumber dan pendapatan desa,

termasuk Dana Desa;

2. penggunaan aiokasi anggaran diperuntukan bagi pelaksanaan
kegiatan yang sesual dengan kewenangan Desa dan tidak
tumpang tindih dengan program/kegiatan yang sudah dibiayal
malalul Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
maupun Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APED);

3. BTT penanggulangan COVID-18 di Desa dianggarkan pada:

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana, yailu Keglatan dalam
upaya langgap darurat akibat terfacinya wabah COVID-19;

b Sub Bidang Keadaan Darurat, yaitu pelaksanaan kegiatan
yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancammnya
penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat
kenaikar harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan
daszar masyarakatl, dan
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C. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa, yailu upaya
pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan akibat
wabsh COVID-18, misalnya berupa bantuan bahan pangan
bagi masyarakal miskin yang mengalami kedaruratan
danvatau BLT bagl masyarakat miskin dengan berpedoman
pada ketantuan peraturan perundang-undangan;

4, untuk Kode rekening alas belanja sebagaimana tercantum di
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Imstruksi Mentari ini;

5. penggunaan Dana Desa tetap memperhatikan dan sejalan
dengan Sural Edaran Menterl Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa
Tanggap Covid-19 can Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

&. mekanisme penysiuran Dana Desa ke APBDesa, proporsi, target
penerima, batesan wakiu pemberian, dan besaran BLT yang
bersumber darl Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang
diatur lebih lanjut oleh Kementeran Desa, Pembangunan Daerah
Teninggal dan Transmigrasi, dan Kementenan Keuangan, dan

7. penyaluran BLT dari APBDesa dapal dilakukan secara funai atau
non lunal (melalul transfer antar rekening bank/jasa pengirnman
uang milik Pemerniah/cashiess) kepada penerima BLT yang
diatur lebih lanjut oleh pemerintah kabupatenfkota.

Memastikan pelaksanaan kegialan, anggaran dan pelaporan

Belanja Tek Terduga penanggulangan COVID-18 di Desa, dilakukan

dengan:

1. mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 Desa yang lerdii dari Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatlan Desa
can/atay Lembaga Adal Desa yang ditetapkan dengan Sural
Kepulusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaanya Gugus Tugas
bekerja sama dengan mitra Desa, yaitu Bhayangkera Fembina
Keamanan dan Keterdiban Masyarakatl (Bhabinkamtibmas),
Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan mira desa lainnya,
sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupahan
bagian tidak terpisankan dari Instruksl Meniteri ini,

2. memperhatikan ketentuan Peraturan Menten Dalam Negen
Momor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kevangan Desa dan
Peraturan Kepala Lembaga Kebiakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Momor 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;

3. memperhatikan Surat Menteri Dalam Negerl Nomor 440v2703/5J
tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak Covid-19 di
Desa terkait slur pelaksanaan anggaran kegiatan Belanfa Tak
Terduga, termasuk BLT dengan penjelasan sebagaimana
tercantum di delam Lampiran yang marupakan bagian tidak
terpisahkan dari Instruksi Menteri ini; dan

4, memerintahkan Kepala Desa untuk:

a. manyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan
Penanggulangan COVID-18 di Desa setiap bulan dan
melaporkan kepada BupatiWali Kota metalyi Camat dengan
diketahui BPD, diserisi dengan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) dengan format sebagaimana tercantum di dalam
Lamplran yang merupakan bagian tdak terpisabkan dari
Instruksi Mentar ini, dan
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b. menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan
anggaran belanja tak lerduga tersebut sebagal bagian dalam
Laporan Penyelenggaraan Pemaerintahan Desa’ dan

c. mempublikasikan pslaksanaan kegiatan.

KELIMA Mengoptimalkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Aparat

Pemerintah Daerah terkait termasuk Camat, serta Aparat

Pengawasan Intemn Pemerntah (APIP) secara berenjang agar

peleksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APBDesa

dilakukan secara efektif efisien, transparan dan akuntabe!.
KEENAM Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Menteri ini secars berkala
dan berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalul Direktur

Jenderal Bina Pemeriniahan Desa,

KETUJUH Mamastikan pelaksanaan Instruksi  Menteri ini, dengan
memperhatikan hak-hal sabagal berikut:

1. Pemerintah Desa melaksanakan paling lama 14 (empat belas)
hari kalender setelah tanggal dikeluarkan Instruksi Menteri ini;
dan

£ masa pelaksanaan BTT Penanggulangan Covid-19 di Desa
berlaku sampai dengan kondisi kedaruratan pananganan
COVID-19 dinyatakan barakhir,

KEDELAPAN Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan
Keluerkandi Jakarta
_pada Tanaggl 21 A 1020
| MBS NEGERI,
D TITO KARNAVIAN, Ph.D
Tembusan Yth.;
1. Presiden Republik indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisl Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Poiitik, Hukum dan Kesamanan;
8 Menteri Koordinalor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menter| Sekretaris Negara;
8. Menter| Keuangan;
9. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggai dan Transmigrasi;
10. Jaksa Agung;
11. Sekretaris Kabinet;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Panglima Tentara Masgional Indonesia; dan
14. Kepala Badan MNasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gusus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-18,
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INSTRUKS! MENTERI DALAM NEGER!
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR © 3 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN
CORDNA  VIRUS DISEASE 2018
(COVIC-13) DI DESA  MELALUI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN EELANJA DESA

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana
anggaran keuangan tahunan pemerintah Desa yang ditetapkan dengan
peraluran Desa untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjad|
kewanangan Desa, melalu 5 (lima) Bidang, yaitu: 1) Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan; 2) Bidang Pembangunan Desa; 3) Pembinaan Kemasyarakatan,
4) Pemberdayaan Masyarakal; dan 5) Penganggulangan Bencana, Keadasn
Carurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa.

Dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam penyelamatan kasehatan
dan perekonomian nasional, penanganan COVID-19 di Dasa dapat dilakukan
dengan percepatan penggunsan atau reglisasi Dana Desa melalui kegiatan
Padal Karya Tunai (PKT), Penguatan Ekonomi Desa, dan Jaring Pengaman
Sosal (Social Safety Net) daiam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai
(BLT). Hal-hal ini peru dilakukan secars cepal, lepal, fokus. terpadu dan
sinergis mulai dari Pamerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Dass.
Demikian hainya ¢i Desa dliaksanakan dengan soliditas antar pelaku, baik oleh
aparal pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan kelembagaan
masyarakal Desa, bersama mitra Desa lainnya.

Sebagal langkah percepatan penanganan COVID-19 di Desa dapat dilakukan
dengan menggunakan kegiatan pada Bidang Fenanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa melalui janis Belanja Tak Terduka yang
dFokuskan  unluk  kegiatan-kegiatan penanganan COVID-18,  selain
mengoptimaikan pelaksanaan bidang lainnya,

B. Dasar pelaksanaan penanggulanan COVID-15

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik ndonesia Nemor
1 Tahun 2020 tentany Kebijakan Keuangan Negara aan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19} danfatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian MNasional dan/atau Stabliites Sistern Keuangan;

2. Keputusan Presiden No.9 Tahun 2020 tentang Perubanan atas Kepulusan
Fresiden Momor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Fenanganan Corona Virus Disease 2018 (COVID-18);

3. Surat Kepulusan Kepala BNPB No.13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan
Status Keadaan Terentu Darura! Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus
Corona di Indonesia:

4. Peraturan Menteri Dalam Negerl Momor 20 Tatwun 2018 tentang Pengeiciaan
Kauangan Desa:
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5. Surat Menteri Dalam Negerl Nomor 440/2703/8J tanggal 2 April 2020 hal
Feananggulangan Dampak COVID-18 di Desa; dan
6 Katentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
sehubungan dengan Dana Desa dan penanganan COVID-18.
Dalam melaksanakan pembinaan umum penyelanggaraan Pemerintahan Desa,
Mentaeri Dalam MNegeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur
bagamana Desa merencanakan, menganggarkan, meiaksanakan,
menstausahakan, melaporkan dan memperanggungiawabkan anggaran yang
cikelola, sera menginformasikannya kepada masyarakat.
Permasalahan penyebaran COVID-12 semakin meningkat, sehingga periu
dilakukan upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19
Memperhatikan hal dimaksud, Menter Dalam MNegeri meminta kepada
Gubernur untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi
dan mendarong Pemerintah Desa melakukan refocusing APEDesa dengan
penggunaan anggaran yang bersumber dari pendapatan Desa, terutama Dana
Desa uniuk penanganan pandem COVID-19 melalu: penyediaan bantuan
wepada masyarakat miskin dan rentan pada Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e
Peraluran Menterl Dalam MNegeri No 20 Tahun 2018 lentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

C. Kriteria Bancana

1. Salah satu kategor! bencana adalah wabah penyakit dengan korban yang
mengalami dampak buruk bersifat koemunal (lebin dari 2 kepala
keluarga/sesuai peraturan daerah). 2

2. Bencana berdampak pada korban tidak mampu memenuhl kebulunan dasar
secara mandii, dalam masa terjadinya bencana hingga penanggulangan
bencana diambil alih oleh pemerintan supra desa dan/atau maksimal sampai
dengan 7 hari setelah bencana larjad.

3. Kebutuhan dasar terdiri dar pangan, sandang, air bersih dan sanitas,
fasilitasi pelayanan kesehalan, penampungan dan tempat hunian sementara
(ruang isclast).

D. Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Desa

Dalam pengalokasian anggarannya, masih banyak Desa yang kurang responsif
terhadap kondisi kedarurstan. Oleh karena lu perlu dilakukan re-focusing
anggaran sebagal benluk Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan melakukan
perubahan peraturan Desa Desa mengemas diri menjadi Desa Siaga COVID-
19 dengan membeniuk gugus lugas di tiap desa sebagai urunan dan Gugus
Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan
yang dianggarkan memperhatkan kesesuaian dengan kewenangan Desa dan
tidax tumpang tindih dengan program/kegiatan yang sudah dibiayai meialui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran
Pencapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan d Desa harus selaiu mengedepankan
protokol  kesehatan penanganan COVID-19 dengan JAGA JARAK dan
mengoplimalkan aktifitas atau kegiatan difdar dalam rumah. Contoh kegiatan
sebagamana dimaksud, sebagal berikut:
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1. Sosialisasi COVID-18 dan pRnceganannya (dapat disertai pengadaan alat-
alat pencagahan dan perlindungan diri);
- Membuat sistem informasi kesehatan Warga:
Mengaktifkan lumbung pangan;
. Sosiallsasi Perllaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
Mengaktifxan sistem keamanan desa:
- Mengaktifkan Grup WhatsApp "Kabar Desa™:
. Sterllisasi fasliitas umum dan fasilitas sosial: dan
- dan lain sebagainya sesual kewenangan Desa.
Contoh  kegiatan di atas disesuaikan cengan Kondisi lokal dengan
menggunakan:
1. Anggaran yang sudah teralokasikan/taranggarkan; atau
2, Kegiatan yang teranggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa pada Belanja Tak Terduga ditatapkan
dengan SK Kepala Desa.

08 =~ @ oh B L M

. Langkah-langkah Palaksanaan Anggaran

Re-focusing anggaran di Desa menjadi perhaian khusus untuk segera
dilakukan, melalui optimalisasi kegiatan penanganan COVID-19 di Desa gan
Bantuan Langsung Tunai (BLT). Desa yang telah mengalokasikan kegiatan dan
anggaran pada bidang 5, dapat segera melaksansksn kegiatannya dengan
Kelentuan pelaksanasn sebagaimana dijelaskan pada huruf E.1, Sedangkan
Desa yang belum mengalokasikan kegiatan dan anggaran danfatau
anggarannya lerbatas (lidak mencukupi) untuk Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Cesa segera melakukan perubahan
APE Desa sesual ketentuan pelaksanaan sebagaimana dijelaskan pada huruf
EZ

1. Langkah-Langkah Pelaksanaan Anggaran Bagl Desa Yang Telah

Menganggarkan APB Desa Untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat, Dan Mendasak Desa {E.1)

a. atas perintah kepala desa, kaur keusngan dapat mengeluarkan uang
dengan SPP Panjar yang diajukan ocleh Kkasikaur sesual bldang
iugasnya,

b. KasilKaur menyusun RAB dan diajukan kapada kepala desa melalui
sokretarizs desa;

c. Sekretaris desa melakukan verifikasi ternadap RAB yang diusulkan:

d. Kepala desa meialui surat keoutusan Kepala desa menyatujul RAB
pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesusi dengan
verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa:

€. Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat,
can mendesak desa dipertanggunglawabkan melalul Rapal Kera
pemerintah desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita
Acara paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan: dan

f Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran Belanja Tak Terduga
kepada Bupat/Wali Keta paling lama 1 bulan sejak xeputusan kepala
desa ditetapkan,

Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat

Jan mendesak desa yang tidak menimbulkan risiko kematian dan/atau sakit

Jeral, proses pengeluaran anggaran dimulal dar tahapan sebagaimana

huruf b, ¢ dan d.
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2. Langkah-Langkah Pelaksanaan Bagi Desa yang Belum Menganggarkan
dan/atau Anggarannya Terbatas (Tidak Mencukupi) untuk Fenanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa (E.2)

a. memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalul Musyawarah
Ferencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunan
perubanan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan
dengan pemenuhan Kebutuhan sosial dasar masyarakal yang lerkena
dampak dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan
Desa. unsur masyarakat desa, Organisasi Perangkat Desa (OPD) terkait
dan camat;

b. proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan
APB Desa melalui asistensi OPD terkait dan camat (sinergi calam
pelaksanaan Evaluasi rancangan Perdes Parubahan APB Desa);

C. perubahan APB Desa yang disepakat bersama dalam Musrentangdes
khusus sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak memerukan evaluasi
gari BupatiWalikota, karena proses evaluasi berjalan simultan dengan
penyusunan dan penetapan APB Desa melalui asistensi OPD terkait
Camat danfatau PTPD dalam Musrentangdes khusus: dan

3. Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar
masyarakal yang dianggarkan dalam perubanan APB Desa yang merupakan
kewenangan lokal berskala desa,

F. Padat Karya Tunal (PKT) o Desa dan Penguatan Ekonomi Desa

Pandemi COVID-19 yang saat ini secara langsung akan berpengaruh pada laju
perexonomian  nasional bahkan  akan menyentuh pada sencl-sendi
perekonomian Desa. Dalam menylkapl hal dimaksud, pemerintah melanjutkan
kebijakan PKT di Desa yang merupakan kebijakan yang telah diaksanakan
se;ak 1ahun 2018 dengan menggunakan Dana Desa. Hal inl diperjelas dengan
dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan
Penegasan Padat Karya Tunai Desa dalam penggunaan Dana Daca,
Pelaksanaan PKT 4l Desa mengadepankan pnnsip swakelola, hal ini sajalan
dengan pengaturan yang ada pada Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 20 Tashun 2018 lentang Pengelolaa Keuangan Desa, bahwa
pelaksanaan kegiatan di Dasa dilakukan dengan mengedepankan pengadaan
secara swakelola, yaltu diakukan dengan memaksimalkan penggunasn
materiallbanan dari wilayah setempat dan gotong rayong dengan melibatkan
partisipasl masyarakat. Prioritas sasarannya adalah penduduk miskin, penduduk
menganggur dan penduduk selengah menganggur. Ketiga priontas sasaran
inilah yang diperuntukkan dalam perhitungan upah kerda harian (HOK). Hal ini
ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat Desa yang secara akonomi
termasuk dalam kelompok masyarakat miskin.

Kegiatan yang berimplikasi pada pelaksanaan Padat Karya Tuna dan
Penguatan Ekonomi Desa vang telah disinergikan dengan kode rekening
sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018
lertang Pengelolaan Keuangan Desa, dapat ditinat pada huruf L.

G. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Selain mengedepankan Padat Karya Tunai di Desa dalam panggunaan Dana
Desa, can sebagal upaya mengustkan daya bsl masyarakat, pemerintah
menegaskan dalam Peraturan Pamerintah Pengganti Undang-Undang Nomaor 1
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Tahun 2020 yang antara lain Dana Desa dapst digunakan untuk Bantuan
Langsung Tunal kepada keluarga miskin di desa dan keglatan penanganan
pandemi COVID-19. Ketentuan dalam pelaksanaan BLT dalam Pengelolaan
Keuangan Desa, sebagai berikut:

1

k3

- BLT dianggarkan melalui |enis Belanja Tak Terduga pada sub bidang

Keadaan Mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darural
dan Mendesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01;

pensniuan kriera dan mekanisme penetapan larget penerima BLT,
mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan waktu
pemberian, dan besaran nominal BLT yang bersumber dari Dana Desa
berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

. penyaluran BLT dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai

(melaiul transfer antar rekening bankiasa pengliman uang lainnya milik
pemernniah/cashiess) ke pererma BLT, yang diatur lebih lanjut oleh
pemeriniah Kabupaten/Kota.  Sebagal pertimbangan  pemaearintah
kabupaten'kota dalam menetapkan mekanisme penyaluran BLT kepacda
penarima, berikut penjelasannya:
a. Penyaluran BLT secara tunai,

1) Kaur/kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara
langsung sejumiah uang tunal kepada penerima bantuan dangan
menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan banluannya,
misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman,
penggunaan masker dan hand sanitizer

2| Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau
kwitansi sebagaimana contoh pada huruf Q lampiran inl.

b. Fenyaluran ELT secara non tunai melalui transfer Bank,

1) untuk pelaksanaannya, penerma bantuan menyampaikan data leorkail
nama sesual landa pengena dan nomor rekening bank yang
bersangkulan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Keaiatan Anggaran.

2) Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kas/Kaur selaku Peolaksana
Kegialan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah
disetujul Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar
rekening bank dari rekening kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima
bantuan

3) Buktl penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tranfer antar
rekaning.

4) Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan
dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT.

. Penyaluran BELT secara non tunal melalui Cashless,

1) Meialui metode pembayaran digital dimana transaksl pembayaran
danfatau transfer dana dilakukan menggunekan uang elektronik.
Penggunaan uang elektronlk di Indonesia mengacu pada Peraturan
Bank Indonesia Nomor 20/6/PBIf2018 tentang uang elektronik. Pada
peraturan lersebut dituliskan bahwa bahwa uang elektronik adalah alal
pambayaran yang memenuhi unsur-unsur: (1) diterbitkan alas dasar
nilai uang yang disetor terlebin dahulu kepada penerbit; (2) nilal uang
disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, dan
nlal uang elektronik yang dikelola cieh penerbit bukan merupakan
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simpanan  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai perbankan.

2) pencatatan data Identitas Pengguna berupa:
a)unregistered, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya

ticak terdafiar dan tidak tercatat pada Penerbil, dan
biregistered, yailu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya
terdaftar dan tercatal pada Penerbit,

3) Penerapan cashiess ini lebih praklis namun pengguna perlu memilik|
pemahaman yang cukup mangenai teknciogi. Karena metode cashiess
berbasis pada sistern slektronik, pengguna periu memiiiki pemanaman
yang cukup mengenai teknologl dan pemakalannya. Sistem cashiess
menuntul penggunanya untuk dapat berinteraksi dan menggunaan
perangkal slektronik balk berupa mesin ATM, mesin EDC, maupun
smartphone. Hal ini dapat menjadl kendala bagi sebagian orang yang
belum terbiasa menggunakan teknologi, seperti kaum lansia dan
masyarakat di perdesaan dan damsrah tertinggal. Pengguna diharuskan
melek teknologl dan memberikan edukasi secara merata lidak dapat
cilakukan dalam waktu singkat,

4) Penyaluran BLT secara cashiess, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan
Anggaran menyerahkan secara langsung uang elektronik didampingi
Gugus Tugas Percapatan Penanganan COVID-19 Desa dengan jumilah
sesuai peraturan perundangan kepada penerima bantuan gengan
menerapkan protokol kesehatan dalam penyeranan banluan, yailu
misalnya melskukan |aga jarak dengan sistem antrian yang aman,
Penggunaan masker dan hand sanitizer. Selanjutnya apabila diperukan
untuk pengisian uang eloktronik berkutnya, dilakukan oleh Kaur
Keuangan berdasarkan SPP yang gjukan oleh Kasi/Kaur selaku
Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa
dan lelah disetujui Kepala Desa.

S)Bukti penyaluran uang elektranik dengan mencatal nomor Kariu
eleklronik {di belakang kartu ada nomor kartu ¥G jadi identitas penerima
manfaal) pada kolom penerima BLT menggunakan buktl tanda terdma
alau kwitansi sebagaimana contoh pada huruf Q lampiran ini.

5. Alur pelaksanaan anggaran BLT mefalui jenis Belanja Tak Terduga, sebagai
berikut:

d.

berdasarkan hasil pendataan Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan
yang ditetapkan dengan Sural Keputusan (SK) Kepala Desa, KasiKaur
pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan bantuan dari
anggaran Belanja Tak Terduga.

Kepala Desa menyetujul RAB pelaksanaan bantuan yang telan diverifikasi
Sekretaris Desa dengan sumber anggaran belanja tak terduga;

. alas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang

dengan SPP Panjar yang diajukan oleh KasilKaur sesual bidang tugasnya;
dan

apabila disalurkan secara tunai alau melalui cashiese KasiKaur =alsku
Pelaksana Kegiatan Anggaran didamping Gugus Tugas Percepalan
Penanganan COVID-19 Desa menyerahkan bantuan Kepada pihak
penerima bantuan dengan bukli perefimaan dengan memperhatikan
protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19.



6.8
D
a.

C.

e

Brdasarkan hasil pelaksanaan Penanggulangan COVID-19 gi Desa, Kepala
esa:
menyusun  rekapitulasi perkembangan  kondisi  dan kegiatan
Penanggulangan COVID-19 di Desa setiap bulan dan melaporkan kepada
Bupati/Wall Kota melalui Camat dengan dikelahul BPD, disertal dengan
Rencana Anggaran Biaya { RAB) dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Instruksi Menteri in:

- Menyusun laporan hasi akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran betanja

tak terduga tersabut sebagal bagian dalam Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa: dan
pempubiikasikan pelaksanaan kegiatan,

plimalisasi peran pembinaan dan pengawasan aparal Pemerintan Daerah

terkar termasuk Camat. serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
secara bDerjenjang agar pelaksanaan penanggulangan COVID 12 melalui

A

PBDesa dilakukan secara efektif, efisien, {ransparan dan akuntabel.

& Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Menteri inl secars berkala dan
berjenjang kerada Menteri Dalam Negerl melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa.
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0.

Gugus Tugas Percepalan Penanganan COVID-189 Desa

Calam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19,
Kepaia Desa membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-18
Desa berdasarkan perfimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus
Tugas Percepatan Fenanganan COVID-19 Kabupaten/Kota. Pendanaan
yang diperlukan untuk keperluan lugas percepatan penanganan COVID-19
Dess dibebankan pada APBDesa.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa memiiki tugas
utama dalam pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-
19 sesuai kewenangan Desa, yaitu:

1. Pencegahan penyebaran/penularan COVID-1 9, capal dilakukan dengan:

d. sosialisasi jaga |arak atau peraerapan physical maupun  social
distancing, penggunaan masker, selaly mencuci tangan darnvatau
menggunakan hand sanilizer,

b. sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

¢. slerilisasi fasilitas Umum dan fasilitas sasial di Desa, al kantor deca,
posyandu, PAUD, polindes, sakoiah. Jembatan, taman, lapangan,
sarana ibadah, dan area publik lainnya;

d. membuat bilik disinfektan uniuk keluarimasuk desa'dusun/perumahan,

€. mengedukasl masyarakat, salah satunya dengan pemasangan spariduk
yang berisi informasi krusial mengenal COVID-19:

f. memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk keiuar desanya
dengan melakukan pendstaan kondisi warga desa dan penduduk
semantara’pemudik:

§. penyiapan ruang isclasikarartina mandiri untuk pendatang;

n. mendata penduduk yang rentan sakit;

. mengidentifikasi fasiitas-fasiitas desa untuk dijadikan ruang isolass;

|- penyediaan peralatan cuci tangan (wastafel) di beberapa lokasi di Desa
besarta sabun cuci:

K. penyediaan antiseptik {hand sanitizer) disinfektan;

|. penyediaan alai pelindung din, masker dan lainnya;

m. penyediaan obal-obatan desa’ dan

n. kegiatan pencegahan lainnya.

2. Penanganan terhadap warga Desa bergejaia COVID-19, dapat dilakukan
dengan:

a, menyediakan lransportasi menuju rumah sakil rujukan, dan
mengnubungi tenaga medis:

0. mefnyediakan logistik kepada warga Desa yang melakukan isolas!
mandin, separti sembako, dan kebutuhan iginnya; dan

€. dan keglatan penanganan lainnya

3. Melakukan koordinasi melalui komunikasi yang intensif dengan Gugus

Tugas Paercepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/ota

4, Menjamin ketabanan pangan Desa dengan menala sitkulasi produk
pangar Desa, misalnya tidak menjual samua bahan baku atau produk
pangan keiuar desa, namun sebaglan dimanfaatkan untuk cadangan
pangan Desa hal inl dimaksudkan uruk mengoptmalkan ketsrsediaan
Lumbung Pangan Desa.
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Heterlibatan banyak pihak dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-18 Desa bertujuan agar pencegahan dan peranganan COVID-19
berjalan cepat, tepat, dan menyeluruh. Sebagai contoh pembuatan
cisinfekian, ketua RT dan RW harus berkoordinasi dengan Polindes atau
lenaga kesehatan yang ada di Desa untuk menentukan disinfektan yang
aman. Polensi lokal desa itu harus kolabaras; denigan baik karena titik akhir
senanganan adalah warga sdalah di level RT atau RW yang merupakan
ujung tombak agar penyebaran COVID-19 lidak meluas.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa, terdini dari
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BFD), Lambaga
Kemasyarakatan Desa dan/atau Lembaga Adat Desa yang ditetapkan
cengan Surat Keputusan Kepala Dess. Dalam melaksanakan perannya,
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-18 Desa bermitra dengan
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketariban  Masyaraka!
(Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan mitra Dess
lainnya {misainya, pendamping Desa) dengan SUEUNAN
pengorganisasiannya, adalah sebagal barikut:

Ketua . Kepala Desa

Wakil ¢ Ketua BPD

Ketua

Angoota 1. Perangkat Desa
2 Anggota BPD
3. Ketua RT/RW
4. PKK

5, Karang Taruna

6. Lembaga Pemberoayaan Masyarakat (Tokoh Agama,
Tokoh Masyarakat

7.Lembaga Adat Desa (Takoh Adat)

8. Bidan Desa

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa berkoordinasi
dangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota,

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa serta Tim
Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk untuk pelaksanaan kegiatan pada
Bidang Penangguiangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
sebagaimana diatur dalam Peraturan Meniesi Dalam Megerl Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pergelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala
Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jssa Pemerintah Nomeor 12 Tahun
2020 tentang Pangadaan Barang/Jasa di Desa.

- Pertimbangan Dalam Penyusuran APB Desa Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan kondisl yang berkembang beberapa tahun balakangan ini,
perly menjadi perhatian Pemerintah Dasrah Provinsi dan Kabupaten/Mota
untus mamfasililasi Dasa dalam:

1. pengaiokasian anggaran uniuk bencana, keadaan darurat dan mendesak
desa, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dari kejadian yang
lidak dapat diprediksi seperti dalam keadaan bencana, darurat dan
mendesak di Desa; dan

<. mengagendakan kegiatan yang bersifat rekonstruks! dan/atau rehabilitasi
pasca bencana.
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K. Wonsultasi dan Penyampalan Laporan Penanganan COVID-19 Desa

Hal-nal mengenai kensultasi dan peisporan dapat menghubungi Direktorat
Jenderal Bina Pemerintahan Dasa Kementerian Dalam Meger dangan
alamat, J. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan Adapun
Penyampaian laporan calam bentuk soff copy melalul alamat e-mail:

covid19 keudesa@amall.com.  Selain ity bahan panduan, maten

pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di Desa lainnya, serta nama dan

nomor kontak konsultan dapat diunduh pada:
hilp:i /it | Wi

L. Contoh Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Terkait dengan Penanganan
Bencana Wabah COVID-19

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGLUNAN DESA
1 <Sub Bidang Pendidikan

03 Penyuluhan dan Pelatihan bag Masyarakal
9098 Laindain keglalan sub-bidang Pendiikan

2 Sub Bidang Kesehatan

01 Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa (FRD) Polindas Milk
Desa (obat-obatan), Tambahan insentit bidan desa/perawal
dese; Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi
keluarga miskin, dst)

02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas |bu
Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

03 Penyuluhan dan Pelathan Bidang Kesehatan {untuk
Masyarakal, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dil)

04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa

08 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

o7 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
(1] Pemeliharaan Sarara/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
o8 Pambangunan-'ﬁ.ahabilltm'rfpanlrrgtmaanangﬂdaan

Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
80-09  lain-'ain kegiatan sub bidang kesehatan

4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman

06 Pemelinaraan Fasilitas Jsmban Umum/MCK Umum, dil

13 Pembangunan/Renabilitasi/Peningkatan Sanitasi Parmukiman
(Gareng-gorong, selokan, parit, dil, diluar prasarana alan)

14 Pambanmnanmahahjlitaswnnlngkahn Faeilitas  Jamban
Umum/MCK Umum, dii

8098 Lain-ain Kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman
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g Sub Bidang Pernubungan, Kemunikasi, dan Informatika

02 Penyalenggaran Informasi Publik Desa (misal: pembuatan
poster/baliho informasi penetapan/LPJ APE Desa untuk warga,
dil)

03 Pengelclaan dan Pembuatan Jaringan/Instalisasi Komunikas
dan Informasi Lokal Desa

90-99  Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1 Sub Bidang Ketenteraman, Katertiban Umum, dan
Perfindangan Masyarakat

01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
{pembangunan pos, pengawasan pelaksangan jadwal
rendaipatroli dil)

03 Koordinasi  Pambinaan Ketentraman, Ketertiban, dan

Pelindungan  Masyarakat (dengan  masyarakatinsiansi
pamarintah daerah, dil) Skala Lokal Desa
04 Palatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
] Panyediaan Pos Keslapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
80-89  lain-lain keglatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Pefindungan Masyarakat

4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03 Pembinaan PKK
90-89  lain-lain kegiatan sub Didang Kelembagaan Masyarakat

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

05 Bantuan Perikanan {Bibit/Pakan/dst) (Ket: pasce bencana bagi
masyarakatl terdampak)

06 Pelatihan/Bimiel/Pengenaian Tekanologi Tepat Guna untuk
Perikanan Darat/Nelayan (Kat: pasca bencana bag masyaraxat
lerdampak )

2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

01 Peningkatan Produksl Tanaman FPangan (Ala! Produksi dan
pengolahan pertanian, penggilingan Padifjagung, dl) (Baniuan
peralalan, bibivperlengkapan/pupuk bagi masyarakat terdampak,
diberikan pasca bencana)

0z Peningkatan Produksi Petemakan (Alat Produksi dan pengolahan
pelernakan, kandang, dily Bantuan peralatan,
bibit/perdengkapan/pupuk bagl masyarakat terdampak, diberkan
pasca bencana)
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Fengualan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, di)
(keslapan menghadapi bencana)

Pelatinan/Bimtek/Pengenaian Takonologl Tepa! Guna  uniuk
Pertanian/Peternakan [Kat: pasca bencana bagi masyarakat
terdampaix

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak,
can Keluarga

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Pelatihan/Penyulunan Perlindungan Anak

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang
disabilitas)

lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempusn dan
Periindungan Anak’

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMM
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kaecll dan
Menengah serta Koperasi

Fengadaan Teknoiogi Tepat Guna untuk Pengembangan
Ekonomi Padesaan Non-Pertanian

lain-l@in  kegiatan sub bideng Koperasi, Usaha Kecil dan
Menangah*

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Pembentukam’FasilimuiJFalatihamPenﬁampmgan kelompok
usaha ekonomi produktit (pengrajin, pedagang, industti rurmah
langga, dil)
lain-lain kegiatan sub bigang perdagangan dan perindustrian

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK DESA

1

oo

Sub Bigang Penanggulangan Bencana

Fananggulangan Bencana

54 Belanja Tak Terduga

* Pembentukan Pos Desa/Dusun/RW/RT
= Sterlisasi Fasiltas Umum dan Fasilitas Soslal di desa, al.

kantor desa, posyandu, PAUD, polindes, sekclah, jembatan,
taman, lapangan, sarana ibadah, dan area publik lainnya

* Membuat blik disinfakian Lnfuk keluarmasuk

dasa/dusun/perumahan

* Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi
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* Penyeciaan alat pelindung dir, masker, dan lain sebagainys

= Penyediaan antisaptik (hand sanitizer) disinfektan

* Pendataan kendisi warga desa dan penduduk
sementara/pemudik

= Fenysgiaan obat-obatan desa

= Penyiapan ruang isolasifkarantina mandiri untuk pendatang

* Bantuan Pangan (Sembako) bagi Masyarakat dalam
isolasi/karantina mandiri

* Panyediaan peralatan cuc angan (wasta'el) di beberapa
lokas: di desa beserta sabun cuci

* Pemakaman sesuai protokol Covid-19 sesuai dengan
protokol kesehatan

* Penyerapan untuk tenaga Kena padat karya tunai

* Dan lain-lain sesual kebutuhan desa

2 Sub Bidang Keadaan Darurat (Bila Diperukan)

0o Keadaan Darurat
54 Belanja Tak Terduga
(Untuk pelaksanaan kegiatan yeng dikarenakan adanya
kerusakan danfatau terancamnya penyelesalan pembangunan
sarana dan prasarana akibal kenalkan harga vang
menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat)

3 5ub Bidang Keadaan Mendesak Desa

00 Keadaan Mendesak Desa
34 Belanja Tak Terduga
* Baniuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakal miskin dan
renfan (sesuai Kelentuan peraturan perundangan yang
berlaku)
* Kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan desa

M.Ketentuan Kode Rekening Pada Bidang Penangguiangan Bencana,
Keadaan Darural Dan Mandesak Desa

1. Pengalokasian anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa ditetapkan agar secara fleksibal
dapal digunakan sesuai kebutuhan darl adanya kejadian yang tidak
dapat diprediksikan sebelumnya dari 3 {tiga) sub bidang vang ada



«15-

2. Pengaturan Kode Rekening, yaitu:

Kolom Partama

Kolom Kedua

Kolom Ketiga
Kolom
Keempat
Kolom Kelima
Kolom Keenam

Kolom Ketujuh

angka 5 (Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaaan Darurat dan Keadaan Mendesak
Berskala Lokal Desa)

angka 1 {sub bidang Penanggulangan Bencana);
angka 2 (sub bidang Keadaan Darurat); afau
angka 3 (sub bidang Keadaan Mendesak)

angka 00 (kode kegiatan)

angka 5 (kede Belanja)

angka 4 (kode Janis Belanja Tak Terduga)

angka disesusikan dengan Obyek Belanja
perdasarkan format A2 pada lampiran
Permendagri 20 Tahun 201

angka disesualkan dengan  Rincian Cbyak
Belanja berdasarkan format A2 pada lampiran
Parmeandagri 20 Tahun 2018
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O Contoh RAB Sub Bidang Penanggulangan Bencana

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA.. EEEAM&TAH
TAHUN ANGGARAN. .

Bidang - Penanggulangan Bencana, Keadaan Darural dan Mendesak

Cesa
Sub Bidang : Penangguiangan Bencana
Kegiatan : Penanggulangan Bencana
Wakiu Pelaksanaan: Aprit- .............
Rincian Pendanaan:

NG|  URAIAN ' VOLUME | HARGA | JUMLAH | SUMBER
- ‘EATUAN (Rp.] | DANAY)
D i T 3 4 | s B

Sterilisasi fasilitas umum dan
fasilitas sosial Desa

- Sewa Perlengkapan/Peralatan | 1 Paket
- Dst (sebutkan)

|2 Penyediaan Obat-obatan

= Obat Influenza 1 Paket

- Vitamin C 1 Paket

- Vitamin E 1 Paket

- Parasetamal

- det (gabutkan)

3  Pelaksanaan dan pembuatan
bahan sosialisasi

! - Pembuatan Spanduk
' _- Postar/Paraplet

- dst (sebutkan)

|4 |dst

*} diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst)

Disatuui
Kepala Dasa Kaur/Kasi




S
P. Contoh RAB Sub Bidang Mendesak Desa
RENCANA ANGGARAN EJATA
DESA............ HE{':MTHN
TAHUN ANGGARAN.. .
Bidang Punanggulnngm Bencana, Keadaan Darural, dan Mendesak

Sub Bidang : Mﬂﬁdiﬂk Desa
Kegiatan : Mendesak Desa
Wakiu I'-"l[ﬂmlhaan Aprl - ...

Rincian Pendanaan -

NO | URALAN VOLUME | HARGA | JUMLAH| SUMBER
SATUAN | (Rp) DANA *)
I e Ees— . -1 .
S Y- o 4 & | & T
! | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 50KK | Sesuai ; | DANA DESA
{- Buan) | ketentuan
yang
 berlaky
2 | Bantuan bahan pangan {(sembakn) | ADD/BKK/DST
= i i | |
| -Minyak Gorang | . r —
| -Dst (sebutkan) -
| 3 |dst |

"1 diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst)

Disatujui )
Kepala Desa KaurlKasi
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